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I. PERUBAHAN SOSIAL DAN REFORMASI HlIKV\1. 

Ref,rrmasi yang icrjadi eli Indonesia sejak raillln 199X yang l,illI 
Illeillhawa dampak pllia paua rerundang-undangan, Kehuruilan Illasyarakar 
dan :tdal1ya peruhahan nilai-llilai yang ada dalam masyarakat. serta 
p~lllha [J glll1all ekonnmi. poliiik (bn sosial lll~ngakihatLIll perIl! di!;d-;LJk~\l1 

rcfnrtnasi hukum Y;'lllg !1l~II.''l' IU r llh. Rcf()nnasi hukulIl (crschUI pad a d:t~arllya 
\';l!l& JIlCllya l1gk.ut P;ILLt pClllhu;lI:ln pt'r~ l turall pcrtllldallg-lllH.b!lgan. 
pl'!li!l~kar:!Il kualil:t 'i ap;Ir:t{ hllkulIl dall hud;tY~1 hukulll. 

I\.hll~US d;tb m pL'll1h;lh~lrll~ln pcrundallg-LlIKlangan (Legal /?c/iJrIlIl 
yang harll~ dil~lkllka'll ;-.a ~1! illi 11lcll.':tllgkul tidak s:lja l11l.'mhqat pl.'r;lIUr;l!l 
pL;l'undang-u11lJangan yang h;tru lclapi Illcllcakup pula pell1haliarlla lifrevisl 
perarurall. pcningkal:.tn per~illlrall pcrulldallg-lIllJangan yang sesual dcng~11l 
asa~ keaJilan, dan Illellgatur hak a~asj mallllsia. 
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Tak dapat dihindari kebutuhan akan adanya hukum yang lenulis 
semakin meningkat dan ditinjau dari lingkup yang dialur juga scmakin 
luas. dimana peraturan tersebut diharapkan tidak saja untuk menjawab 
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perubahan masyarakat tacli 
tetapi juga merupakan perangkat yang dibutuhkan clalam era glohalisasi. 
Dalal11 hal ini hukum berfungsi tidak saja sebagai alar kO!llrol s(lsial. juga 
dipergunakan sebagai pelopor u!lluk mengubah sisrem yang acla . Sa lah 
saru ajaran yang dikenal dengan nama ditilsiollislIle hllklllll menganggap 
hukul11 modern yang clibual oleh legislaror sebagai prasarat urama dari 
inclusrrialisasi. karena hukum clan pranara-pranata moclern dapar 
meneiprakan penanaman modal. meneiprakan pengusaha swasra dan lain 
sebagainya dengan jaminan-jaminan yang lebih hesar daripada hukul11 
yang tradisional. 

II. SIFAT-SIFAT PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI I-IUKVM 
TERTULIS 

Pada dasarnya ada dua be!lluk hukum yang berlaku. perrama. 
hukul11 yang tidak renulis dil11ana normanya rumbuh dari prakrek-prakrek 
yang dijalankan anggota masyarakal dalam hubungannya saru sama lain. 
misalnya: hak milik. kewarisan dan kO!llrak. Kedua merupakan hukum 
rertulis yaitu perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang herwenang. 

Hukulll tertulis rersebut memilliki sifat-sit'at dan eiri-eiri sebagai 
herikut: eksplisit, ditegakkan seeara rereneana oleh organisasi kenegaraan 
dan hersifar formal. Hukulll dikatakan eksplis it karena substansi 
kaedahnya eenderung dirullluskan seem'a regas-regas dalam kalimat­
kalimat yang Illemiliki makna yang "jelas". Hukum modern pada 
umulllnya dirumuskan seeara tertulis, lengkap dan berbagai penjelasan 
mengenai rafsir dan eara penafsirannya. Keeksplisitannya juga dibukrikan 
dengan fakra-fakta bahwa kaidah-kaidah hukulll iru bersifar rcrhuka. 
herlaku umum dan Illempunyai kepasrian. Dengan adanya karakrerisrik­
karakteristik irulah Illaka ilu hukum dapar digunakan dalam jangka \Vakru 
tertenru yang relatif panjang. Disamping iru, sifatnya yang ckspilisir 
lllenyebabkan hukum memerlukan suatu srruktur yang Illengelolanya. 
Peranan srruktur ini adalah membuar atau Illerullluskan kaidah-kaidah 
hukum yang ekspJisit. 
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Pada hakekatnya hukum dapat dibuat sebelum dan sesudah SU3tu 
kasus teljadi atau dibuat pada saat suatu kasus sedang diselesaikan. Dalalll 
bentuk yang pertama. yaitu sebelum terjadi kasus, misalnya undang­
undang. peraturan pemerintah atau peraturan lainnya. disebut sebagai 
hukum ill absTracTo. Sedangkan bagi bentuk yang kedua hukum lallir 
bersamaaan dengan jatuhnya keputusan yang menyelesaikan perkara. 
Hukum ini disebut hukum ill collcrero. Negara-negara dengan tradisi 
hukum Eropa kontinental yang menganut sistem civil loll', menara 
ketertiban masyarakatnya dengan mengandalkan tersedianya sejumlah 
hukum ill abSTracto. sedangkan negara-negara dengan rradisi hukulll 
Anglo-American menganut sistim common law. menata kelcnihan 
masyarakatnya dengan mengandalkan tersedianya sejumlah hukum yang 
bertolak dari keputusan-keputusan hakim ill cOllcreTO (judge made ,,,,, .). 

Kehutuhan hukum untuk hersifat eksplis it herkaitan tlengan 
keburuhan masyarakat modern dan kompleks. Hal ini sangar berbeda 
dengan masyarakar rradisionil yang dapar diarur dengan kaidah-kaidah 
yang implisit yang terumus dalam budaya lisan dan asas-asas saja. karena 
kondisi dan kebutuhan masyarakarnya masih sederhana. Dalam 
masyarakat modern dan kompleks diperlukan suatu kepastian. dan hukum 
yang paling eksplisit adalah hukum tertulis. Dapat dimengerti dalalll 
perkembangim negara-negara industri selalu diiringi dengan meningkatnva 
jumlah undang-undang, sedangkan kaidall-kaidah yang lidak tcrtuli, 
semakin kehilangan peran. 

III. Pe.-anan legislatif dan ekseklltif dalam pembllatan hlllmm 

Struktur organisasi pembentukan hukum, adalah Icmbaga tegislatif 
yang didalamllya terdiri wakil-wakil golungan polirik yang pada dasafnya 
melllp~rjuangkan asrirasi-aspirasi pOlilik melalui rroscs-proscs yang 
umumnya bcrwarna pOlitik. Hasil lelllbaga ini diakui sebagai hukulll yang 
berlaku UlllUlll dan bersifat "ncrral'·. Oalam kenyataan, dilihat lbri 
rroscsnya. lllcrupakan proses yang penuh aspirasi politik sehingg" dcngan 
dcmikian undang-undang produk lelllbaga ini rada dasarnya tidak lagi 
bersi!:lt netral. Hal ini mcrupakan salah satu clemen yang memhedakan 
aliran hukum yang COllvemiollalisllle dan "Modern TheO/)' {if LaIV dilllana 
menllrut aliran yang terakhir ini bahwa asulllsi dari conventinalist hukulll 
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adalah a politik '. Dalam praktek pembuatan Undang-U ndang eli Indonesia 
kita hisa melihal antara lain pengaluran telliang Landreform pada IJ U 
Tahun 5 lahun IlJ60 . lidak lerlepas dari ideologi polilik yang dianul patla 
saar iIlI. 

Lembaga ekseklllif mau pemerintah pad a dasarnya merupakan 
lembaga pelaksana undang-undang. namun demikian dalam kenyataaallilya 
ia juga lembaga pembentuk hukulll. Apabila pClllcrilliah Illelllhuat 
peratu ran-peraturan dan keputllsan-keputusan. maka perarurall-pe ralUran 
dan kepulusan-kepulusan ini he ndaklah dilerima sebagai bagian usahanya 
untuk mengimplememasikan peril1lah undang-unuang. dan hukan III11Uh 

lllelllhUal hukum yang lak berlanclaskan pada kekualan huk ulll yang lehilt 
tinggi. 

Sehagai pelaksana Itukum tperund,ll1g-undangan). pemerintah ,;"I,"n 
(indakan-tindakall11ya diheri kewcnangan lllHUk Illt'ngambil kepullls:lll­
keputllsan guna mengimplememasikan pebksalJ:l an llJldang-undang. 
Undang-undang umumnya kurang praklis untuk diterapkan langsung. 
Pelaksanaannya sclalu memerluka n pcnjaha ran-penjaharan ualam be llluk 
peraturan pelaksanaan sehingga penjabaran-penjaharan ini pada dasarnya 
juga ll1erllpakan produk-pruduk hllklllll. 

Perunclang-undangan Inerupakan sandaran pemerintah 11l1tllk 
menggerakkan kebijakallnya. Pellggunaaan perunuang-undangan sc.;:<.:a ra 
sadar oleh pemerinrah sebagai suatu sarana ulllllk melakukan lindakan 
sosial yang terorganisir. Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar 
untuk mencapai lujuan-tujuan sasial. persoalannya bergeser kcpada 
kelegangan anrara ide kepaslian hllkum dan penggunaan hllku1l1 unluk 
melakukan peru bahan' 

Peranan hukum unruk menimbulkan perubahan dapat dilakllkan 
dengan clua saluran. langsung dan tak langsung. Perubahan yang langsung 
1l1isalnya sebagai1l1ana Undang Pokok Agaria yang menimbulkan sualu 
peruhahan yang sangat hesar di bitbng bidang pertanahan. Sedangkan 
yang: tidak langsung adalah dengan Illenciplakan lembaga-Iemhaga hartl. 
kemlldian baru dihualkan hukumnya. 

I Lillat Donald H Gjt:rdingt!ll "The Future of Lagal Sdwlarship ami the SC;IITh ror a 
Modern Theory of LHV". d,lIalll Buffalo Law Review. volume 35. 1986. hill;lIllall 4~7. 

2 Satjiptt) Rallanljo. ~l-Iukul1l dall Peruhahan Stlsial", 1990 Ilillaillall 113. 
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Proses pengaturan perundang-undangan mengandung makna 
bahwa suatu sasaran telah ditentukan akan menjadi determinan bagi 
tindakan-tindakan, namun pembuat undang-undang sering tidak dapat 
mengadakan antisipasi terhadap semua akibat-akibat yang tilllbui. 
Ketidaksiapan masyarakat untuk berhuat sesuai dengan yang dikehendaki 
undang-undang akan menimbulkan hasil-hasil yang tak dapat diantisipasi 
sehelumnya. Disamping itu ketidakmampuan dari pembuat undang-undang 
untuk Illengadakan perkiraan terhadap keterkaitannya dengan hal lain. 
menyebabkan mereka tidak dapat Illelihat dengan jelas antara has il yang 
dikehendaki dan akibat yang terjadi dalam masyarakat. 

Perundang-undangan dapat dilihat dari dua aspek. Pertama. clilihat 
sebagai suatu aktifitas yang bersifat juridis formal yaitu dilihat sebagai 
suatu kegiatan untuk merumuskan secara tertib dan Illenurut proseclur 
yang ditentukan. apa yang Illenjadi kehendak masyarakat. Ukuran-ukuran 
yang ditentukan bersifat nomatif, artinya apakah ia sesuai dengan kaidah­
kaidah hukum yang Illengatur tentang peranannya. Kedua. dilihat secanl 
sosiologis, yaitu melihat hubungan timbal balik antara lembaga dan 
kegiatan perundang-undangan dengan masyarakat. Dalalll kaitan ini yang 
dipelajari adalah bagaimana proses lahirnya undang-undang, apakah 
akibat-akibat dari dikeluarkannya undang-undang (positip dan negatip!. 
apakah tujuan dan makna yang terkandung dalam undang-undang. dan lain 
sebagainya. . 

IV. SOSIOLOGI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMANFAATANNYA 

Bila kita berbicara mengenai hukum tertulis atau perundang­
undallgan mau tiuak mau kita har-us mcngacu pada negara-negara harat. 
khususnya negara-negara Eropa Continental. antara lain. Belanda. 
Perancis. (yang dikenal dengan Code Napoleon). Hal ini disebabkan 
karena Indonesia , yang Illerupakan negara bekas jajahan Belanda. 
sebagian besar perundang-undang tertulisnya masih Illeillpergllnakan 
hukum yang dibuat pada zaman penjajajahan. 

Bagaimana suatu peraturan dirancang, dibuat. dan diterapkan. 
ilmu hukum saja tidak dapa! llleng-col'cr-nya. Apabila menghendaki suatu 
perundang-undang dihasilkan itu baik dan efektif, maka pandangan­
pandangan dan leori-teori dari ilmu lainnya hendaknya diperhatikan. 
antaralain Amhropologi Hukum, Sosiologi Hukum, dsbnya. 

NOli/or 3 Tatulfl XXXllI 



418 H/{kW1/ dan Pem/J{/I/gllllan 

Sosiologi Hukum. khususnya sosiologi perundang-unelangan alau 
sosiologi pembuatan undang-undang . dapat memballlu memiJerikan 
kejelasan mengenai kemampuan yang ada pada undang-undang serra 
pengaruh-pengaruh yang dirimbulkannya dalam masyarakal. Menurul 
sos iolog asal Polandia. Podgorecki. banyak kelerbalasan-kelerbalasan yang 
limbul karena keengganan pembual Undang-undang berkonsullasi dengan 
ahli ilmu sosial. Sualu perundang-undangan yang baik harus eli c1asarkan 
oleh studi praklis yang dilakukan oleh ahli ilmu sosial dan ahli sosiologi 
hukum khususnya. 3 

Pada tlasarnya al1lis ipasi dari ahli sos iologi peru lldang-lIlluallt!~1I1 

dapar membantu pekeljaan pembuaran undang-undang, misalnya dengan 
melihat peruiJahan dinamis perunclang-undangan. hubungan ,"l1ara 
kepentingan kelompok dengan perundang-undangan , hubungan perundangan 
dengan nilai, ideologi dsbnya. 

Secara sosiologis, sebagaimana dikalakan pula oleh Saljiplo 
Rahardjo. pembuatan undang-unclang lidak c1apat dilihat sebagai sualu 
kegiatan yang streril dan mutlak otonom. Dalam perspektif ini pembuatan 
undang-undang memiliki asal usu l sos ial, tujuan sosial; mengalami 
intervensi sosial dan juga mempunyai dampak sosial. Sebagaimana juga 
yang dikatakan oleh Jeremy Bentham "the great happiness for the greal 
numbers" sebagai suatu tujuan yang harus diwujudkan dalam pembualan 
undang-undang dalam rangka untuk mewujudkan "the true good of Ihe 
community"'. Kajian Bentham menurut Satjipto Rahardjo mengenai 
pembuatan hukum sudah keluar dari teknis legislasi kepada pemhahasan 
dalam kerangka kehidupan sosial yang lebih luas. ukuran-ukuran sena 
formal yang digunakan bukan semata-mata rasionalitas, logika. prosedur. 
melainkan entri-entri sosio logis'. dimana didalam adalah : 

I ) asal usul sosial Undang-Undang; 

2) mengungkapkan mOlif di belakang pembualan Undang-Undang; 

J Tomasit-:. R. "The SOl:iolugy Legisl~llioll" ualam Legislatioll 'lIlU SOl.:ielY in AUSlra lia . 

The Law Foundation of New South Wales <tnd George Allen ami Unwin. Sidney. 
AU'slralia. 1979 halaman 32. 

4 Jeremy Bentham. Theory of Legislation. 1979. 

:'i Satj ipto Rahan.ljo dahlin "Sosiologi Huku1l1. Pcrkemhang'lIl . Metnde dan Pilihan 
Masalahnya" (editor Khudzaifah Dimyati) Uni versiws Muhal1l1lladiah Surabrta. 2(Xl~ 
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Sosi%gi Perundallg-ulldangall dan Peman!aaralll1ya 419 

3) melihat pembuatan undang-undang sebagai endapan kontlik kekuatan 
dan kepentingan masyarakatnya: 

4) susunan dari badan pe11lbuatan undang-undang dan implikasi sasiologisnya: 

5) me11lbahas hubungan anatara kualitas dan jumlah undang-undang yang 
dihuat dengan lingkungan sosial dalam suatu periode terteiltu: 

6) sasaran perilaku yang ingin diatur dan cliubah; 

7) akibat-akibat. baik yang dikehendaki maupun yang tidak. 

Seorang saljana Perancis. Carbonnier pembualan undang-undang 
secara sosiologis dapat dikategorikan kedalam dua hal: pertama , berkaitan 
dengan 1l1ekanis1l1e per-undang-undangan. 1l1erupakan aspek yang terlepas 
dari apa yang dihasilkan aleh pembuat undang-undang. dalam hal ini 
uikategorikan dalam soci%gie /egh/arive exreme; kedua penerapan yang 
berkaitan dengan isi dari undang-undang, yang dikategorikan dalam proses 
yang dikenal sebagai sociologie /(igis/arive illfeme " 

Dalam pengertian soci%gie {,?gis/arive exreme pembuatan 
undang-undang hanya dapat dilakukan dengan bantuan orang-orang alau 
le11lbaga di luar pe11lbuat undang-undang. Pe11lerintah sebagai pihak yang 
mempunyai tanggung jawab 11lemutuskan untuk membuat suatu peraturan 
yang diperlukan. Berkaitan dengan ini ilmu sosiologi dapat diterapkan 
uiltuk meratakan jalan untuk perubahan yang dikehendaki. yaitu melalui 
proses perslapan pembuatan undang-undang. yang disebllt sehagai 
soci%gie allfelegis/orive (Pra Pewndang-undangan). Sedangkan ullluk 
proses sesudah berlakunya llndang-undang, dikenal sebagai sociu/ogie 
I'osr"!gis/aril'e (pasea pembuatan undang-undang atau dpat disebut pasca 
perllndang-undangan). kita dapat melihat apakah undang-undang ilu dapa! 
berjalan dengan baik atau tidak. Dalam hal ini Carbonnier mengibaratkan 
lembaga pembuat undang-undang sebagai suatu .. perusaltaan". yang 
lllemblltllhkan jasa publ ie relations ullluk berhubungan dengan pengguna 
llndang-undang atau konsumen dari suatu produk - dalam hal ini sehagai 
kon~ulllen dari ulluang-ulluang. 

Menurut Carbonnier selanjumya. pada proses 
(1eflillgang-unliang , pad a dasarnya para sosiuiog 
hi.ll1tlli.ll1nya lIntuk memperoleh masukan-masukan. 

persiapan aral! pra 
dapat dimi1l1akan 
Penclapat -pendapal 

h Carhonnicr. Jean. Sociologic luritlique. Pre~ses Universitain:s dt: France. Paris. 1l./7N 

halaman .393. 
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atau opini yang diperlukan tidak saja clari parlemen tetapi juga dari 
masyarakat sebagai "konsumen". I-lipotesa yang dikemllkakan bahw3 
pendapat-pendapat tersebut seringkali masyarakat tidak mcnging inkan 
adanya suatu pembaharuan. Seperti misalnya yang dilakukan peneliti 
Amerika. yang terdiri dari ahli sosiologi dan ahli hukllm. pernah melllbuat 
angket tentang motif yang mengungkapkan kesimpllian-kesimpllian 
psikulogis yang tidak menYllkai pada pembaharuan. Hasil angket int 
dipergunakan untuk meneari jalan keluar oleh pemerinrah. 

Peran dari para ahli ilmu sosial dalam memberikan Illasukan 
kepada legislatif tidak clapat dikatakan bahw3 pembuat lInciang-unciang 
didikte oleh para sosiolog. Pada' negara-negara yang telah membuka diri 
pada pendekatan sosiologis 5ekaJipun. pembuat undang-uncl3ng tetap yang 
bertanggung jawab terhadap pad a pembuatan undang-undang. Para 
505iolog dapat bekerjasallla dengan lel11baga legislatif atau eksckutif 
clengan peran dan fungsi l11asing-masing. artinya tugas pembuatan undang­
lIndang tidaklah berpindah ke pundaknya. sebab ia hanya l11el11berikan 
masukan-l11asukan yang sangat berharga untuk l11el~adi bahan penil11bangan. 

Mengenai lembaga yang dapat membantu para pembual 
perundang-undangan ini. pada abad XVII. Renan memimpikan sebuah 
institusi dimana masalah-masalah pemerintahan diatasi dengan cara 
akademis7 Idealnya. menurut Renan sebuah pemerintahan adalah 
pemerintalzall scielllijic . dimana orang-orang yang berkompetensi 
mempunyai kapasitas dalam mengkaji masalah pemerintahan sepeni 
menelaah masalah ilmu pengetahuan guna menemukan jalan keluarnya. 
Pada tahun 1950 Amerika menyadari bahwa kekuasaan legislatif dapal 
dibantu dengan penelitian 50siologis (Iapontn penelitian Kinsey). 

Di Perancis sendiri. sejak tahun 1964. para sosiolog ikut berperan 
aklif dalam pra pembuatan undang-undang. misalnya unclang-undang 
perwalian anak di bawah umur (La lui lilt 13 decelilbre 1964). Selelah itu 
sebagian besar perundang-undangan dipersiapkan dengan melakukan 
penelitian dan meneari pendapat dari Illasyarakat. Beberapa eontuhnya 
adalah hukum keluarga. seperti mengenai warisan. pereeraian. kewajihan 
memberi nalkah. pasangan tanpa nikah dan sebagainya. didahului dengan 
penelitian di masyarakat. 

7 Ibid. h:llaman 396 
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Contoh lainnya misalnya, dalam undang-undang Perancis (/a to; 
du II J/li/let 1975), ketentuan bahwa perceraian dapat dilakukan menurut 
persetujuan kedua pihak (perceraian untuk tujuan tertentu), didahului 
dengan suaru penelitian yang mendalam . Bekerjasama dengan Lembaga 
Demografi Nasional dan dengan Laboratorium Sosiologi Hllkllm dari 
Fakliitas Hllkum di Paris, berhasil diperoleh pendapat warga Perancis 
mengenai pengalaman perceraian mereka. I-Iasil ini kemudian dijadikan 
model dalam pembuatan undang-undang . Sehingga dengan demikian 
undang-undang yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dan realitas yang aua 
dalam m3syaraka[ . 

Lembaga legislatif dapat meminta dilakukannya penelitian. baik 
berdasarkan merode dalam sosiologi atau met ode dari bidang ilmu 
lainnya. Persoalan yang sering muncul adalah. para ahli hukum yang 
sangat dogmatis cenderung akan menolaknya. Biasanya argumentasi yang 
digunakan adalah argumentasi filosotis. Namun demikian argumcnrasi 
empiris akan dapat meniadakan atau paling lidak mengurangi debat ya ng 
sangar menegangkan dalam parlemen. 

Peranan dari Sosiologi Hukum dalam pembuatan undang-undang 
tidak hanya untuk menyelesaikan masalah penerimaan suatu pembaharuan. 
tetapi juga berperan segera setelah undang-undang diumumkan. Analisa­
anaiisa secara sosioiogis melalui hasil suatu angket yang disebarkan secara 
luas, dapal menangkap fenomena-fenomena sosial yang diabaikan okh 
hukull1. Disamping ilU para sosiolog juga dapat ll1embantu pemerinrah 
dalam sosialisasi penyebar luasan informasi melalui media masa. untllk 
melengkapi publikasi formal dari pemerintah yang seringkali lidak efeklif. 
Angket dan publikasi ini dapat dilakukan secara berkala. lIntuk hahan 
evaillasi bagi pelllerimah. 

Pada hakekatnya. suaru peraturan perundang-undangan yang baik 
ridak cukup apabila hanya Illelllenuhi syarat juridis dan filosofis dan 
juridis saja. tetapi seeara sosiologis peraturan rersebut berlaku' . Secara 
juridis. aninya sesuai dengan aruran-aturan hukulll yang herlakll dan 
dibuar oleh lelllbaga yang berwenang, sedangkan seeara filosofis. lidak 
berremangan dengan nilai-nilai hakiki dalam lllasyarakat dan paua 
akhirnya secara sosiologis, peraturan tersebut sesuai dengan kenyalaan­
kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 

X SUlj{)/lt) Soebnw. "IJ(lkok-Pnkok Sosiologi Hukulll'". PT Raja GmfiluJiI Pcrs'I<..la. 191)7. 
halalllan 19. 
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Keefektifan perunclang-undangan untuk mencapai lujuan lllullgkin 
akan ll1enill1bulkan akibat-akibat sampingan. sehingga perlll adanya 
pemhedaan amara oriemasi kehijakan (po/in' orielllarioll) clan oricl1Iasi 
sosiolog is (sociologicaiorielllarioll). Perbeuaan tersehllt aualah scbagai herikul: 

I. Oriemasi kebijakan 

a. Keefektifitas perllndang-undangan ualam hal tujuannya sendiri atau 
akibat-akibat yang akan terjadi. 

b. Akibat-akibat ya ng tidak diharapkan c1ari perundang-undangan di luar 
yang bisa diperkirakan dari tujuannya. 

2. Oriemasi sosiologi: 

a. Nilai-ni lai Jan hubungannya Jengan perundang-undangan meliputi 
stuLli ideulogi perundangan-undangan. opini masyarakat uan keS~ldar~111 

Itu kUIll. 

b. Kepentingan-kepentingan dan Itubungannnya Jengan perundang­
undanganan. meliputi studi mengenai kegiatan pressl/re grol/p dan 
cara kerja legislator. 

Cololllbotos mensyaratkan suatu peralUran perundang-undangan 
clianggap efektif apabila Illelllenuhi unsur-unsur sebagai berikut" (Tomasic 
1979:35) 

I. Adanya tingkat kesesuaian hukulll antara nilai-nilai yang ada: 

2. Kemungkinan pelaksanaan hukull1nya: 

3. Kemurnian kebijakan pemerintah dan ketekunan dalalll pelaksanaan 
hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto. SlIalU peraturan atau kaiuah yang 
hal'll diperkenalkan harus ll1elalui proses institusionalisasi. yaitu proses 
yang harus dilewati oleh suatu kaidah yang baru umuk agar c1ikeml. 
diakui dan dihargai serta ditaati oleh warga masyarakat. III 

.j T\llll;l~il:, R. "The SOl:iology Legislation" tlalam Legislation and Sm.:il.:IY in Australia .TIII: 
Llw Foundation of Ncw Sl)Ulh W.lles and Gt'OI",\;c Allen amJ Unwin. Sium:y. Austral i,l. 
1979 halaman 37. 

10 Sot:rjono Soekanto. Sosiolngi Smull Pt'ng'lIltar. PT Rajil G<ltimio Pcrs . .ld;1. 1l)l)O. 

halalllilll 373 
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Proses untuk menanamkan kaidah-kaidah clalam masyarakar 
dipengaruhi oleh riga hal: 

I. Efekriras menanam lupaya pemerintah. 

2. Kekuaran menentang dari masyarakal. 

3. Keceparan pemerinrah unruk menanam unsur-unsur yang baru. 

Yang dimaksudkan clengan yang disebur efektifiras menanal1l 
adalah hasil yang posirip dari penggunaaan renaga manusia. alat-alal. 
organisasi dan metoda untuk l1lenanamkan lembaga-Iembaga baru di dalam 
masyarakar. Kekuatan menentang dari l1lasyarakar mel1lpunyai pen~aruh 
yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses kelemhagaan 
Ketiga adalah kecepatan menanam . maksudnya panjang pendeknya wakru 
menanaIll. Semakin tergesa-gesa orang menanam dan semakin cepat nr~lng 
l1lengharapkan hasil. l1laka semakin kecil efeknya terhadap l1lasyarakar. 
Selllakin tenang menanam dan semakin cukup waktu l1laka semakin besar 
efeknya. 

Dengan delllikian berarti apabila efektivitas Illenanalll kecil. 
seclang kekuatan menentang clari Illasyarakar. Illaka kelllungkinan 
berhasi lnya proses pelembagaan menjadi kecil atau tidak ada sama sckali. 
Sebaliknya apabila efektivitas menanam hesar clan kekuatan menanam 
kecil. Illaka proses pe lembagaan menjadi lancar. 

Hukum-hukum modern amatlah kompleks. rum it dan asing UlHuk 
orang awam. UlHuk itu diperlukan "pengcmudi·'. seorang "renterjelllah" 
yang akan membawa mereka kedalalll I·iku-liku hukum. Disini diperlukan 
SlIalu lembaga yang mengorganisirnya. Lelnbaga ini menjadi lebih berarti. 
arahila pemerintah menyadari reran dari sosi%gie posIIi!gis/aril'('. 
13anyak atllran-a[ura ll yang hanya menjadi huruf-llUruf mati. karena tidak 
darat dilaksanakan. Dalalll hal ini remhuatan undang-undang tidak hanya 
herfungsi sehagai pahrik yang 11H.:nghasilkan undang-ulltiang dall 

mend istribllsikannya. ia harus pula lllcl1lberikan "serv is pascajllal" agar 
produk lIndang-undlln£ yang dihasilkan dapar berjalan Sebaiknya ,emua 
undang-undang yang baru dihuat diikuti dengan rembuatan angket yang 
luas secara periodik gllna menghindari kctidak ef(:ktifannya. 

Dalam tahap po.l'I/egi/olive (pasca perundang-undangan) usaha­
usaha yang dilakukan ada lah agar undang-lindang yang dibuat dapal 
dikenal secara luas. dan berjalan secara efektif. Agar undang-undang 
dapar diketahui seeara luas berbagai cara dapat dilakukan. antara lain 
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melalui media, massa. baik cetak maupun electronik. melalui seminar-seminar 
dan lain-lain. Oalam tahap ini ilmu-ilmu Jilllar hllkum mempunyai peran 
yang berani. Sosialisasi perundang-undangan dapat mdibatkan herbagai 
c1isiplin ilmu. sepeni kOl11unikasi', sosiologi. anrhropolog i da n psikhoillgi. " 

Oari segi isi undang-undang (sosiologie legis/OIi l'e ill/eme). secara 
sosiol(lgis yang seyogyanya c1iperhatikan antara lain ,idalah: 

I. apakah isinya tidak benemangan dengan nilai -ni la i s(lsia l, budaya dan 
susila Illasyarakat. 

2. apakah bahasa ya ng dipergllnakan diungkapkan seslia i dengan norma 
yang berlaku. 

3. Bagailllana derajad abstraksi perundang-lindangan . 

4. Bagailllana perulllusan sanksi-sanksinya. 

Jadi pad a dasarnya. peraturan rerundang ~.u nJa llg yang kurang 
Illelllperhatikan keadaan sosia!. budaya dan konclisi eKonollli Illasya rakat 
sela in kelllungkinan ada perlawanan dari lllasyaraKal. juga lidak erekliL 
Kita' bisa Illelihat beberapa comoh c1ari undang-lindang ya ng selama ini 
dikeluarkan. tetapi sebagian besar hanya Illenjadi huruf-huruf mati helaka : 

v _ Pcmimatan UU di Indonesia 

Oi Indonesia, proses pembentukan UU dapat dibagi dalam tiga 
tahap. yaitu: 

I. Proses penyiapan Rancangan Undang-undang (RUU): 

2. Proses mendapat persetlljllan di OPR: 

3. Pengesahan ( Presiclen) dan pengundangan (Sekneg). 

Masukan-masukan Illenyangkut substansi dapat dilakukan pada 
tahap pertama. yaitll proses penyiapan R UU. baik pada proses penyiapall 

II PsikllOlogi. amhropoingi dan sos inlngi dapm dipcrgunakan ht:rS~\llI'l dalalll ran~ka 
sosi;,ali sasi hukullI. liha! Ch;'lIlw l Knuriilsky~ AlIgevt:ll. Sodali.mtio1/ )uridif/1I1! 1.'1 I/IOt/dt: 
wllllrel. L'il1lu}.!1! till lira;r ell RusJie el ell France. CnlCl:liun Droit cl Culturd . I ()l)6. 

hala11\1I1117·20 
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rancangan dari lingkungan pemerintah, maupun melalui usu l inisiatif 
OPR . Masukan-masukan dalam mempersiapka n RUU tersebut dapat 
dipero!eh langsung dari masyarakat melalui suatu penelitian. tempi dapat 
pula melalui pendapat pakar-pakar da lam suatu pertemuan ilm iah. 
Pentingnya suatu penelitian sebelum pembuatan undang-undang sudall 
mu la i disadari oleh beberapa deparremen yang ingin mengajukan Llsulan 
RUU.tetapi sebagian besar belull1 ll1elakukan , sehingga muneul masalah­
masalah setelah peraturan diundangkan pada masyarakat. sepert i Illisalnya 
dengan apa yang terjadi pada UU Lalu lintas No. 14/1992. 

Oalam tahap pe rsetujuan OPR. aspek-aspek non juridis juga masih 
dapat dilakukan ll1el alu i suatu dengar pendapat dengan pakar-pakar atau 
keloll1pok-kelompok masyarakat yang membawa aspirasi rakyat. 
Kemungkinan untuk mell1perbaiki RU U lllasih dimungkinkan dcngan 
lllasuKan-masukan yang berharga. 

Salah satu lembaga yang banyak lllelakukan kajian-kajian terhadap 
unda ng-undang adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (£lPHN) . 
Leillbaga ini sudah mempunyai dan mengembangkan sarana RUU hcrupa 
naskah akademis. yang merupakan telahan konseptual dan Illenye lurllh 
terhadap set iap raneangan undang-undang. Oalalll naskah akademis dikaji 
secara kasuistik tidak saja sasaran dan lujuan yang henuak uicapai. letapi 
juga jawahan terhadap pertanyaan apakah semua aspirasi dan kepentingan 
sudall diperharikan. Naskall akademis ini 1l1enjadi sarana inst itutionalisasi 
kehersa1l1aan sehelum sllatu raneangan llndang-undang disusun ,,!ell 
inslansi yang herwenallg. 

Mengenai naskah akade1l1is ini. lerdapar berbagai pelllJapal 
pertama. tidak ada perbedaan antara naskah akademis dan naskah 
raneangan. kedua-duanya telah tersusun dalam sistematika . bab-bah. 
pasal-pasal. ayat-ayat dan seterusnya. Perbedaannya hanya terletak pada 
pembuall1ya ([lagir Manan 1992: 18). Rancangan peraturan yang 
disiapkan oleh instansi ya ng berwenang dalam perancangan perundang­
llndangan. sedangkan naskah akademis disiapkan oleh mereka yang tidak 
1l1empunyai kewenagan formal. Pendapat kedua naskah akademis herisi 
pertanggung jawab secara akademik mengenai rancangan suatu peraturan 
perllndang-undangan. oleh karenanya tidak perlu tersllsun dalam hah-hah. 
pasal-pasal dstnya. Yang terpellling adalah analisis dari berbagai aspek. 
sererti aspek juridis. filosofis dan sosiologis (tidak semata-mala politis). 
dan bila diperlukan dilakukan dengan renelitian-penelitian dan pengkajian 
secara ilmiah. 
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Dalam rangka ini dikenal Program Lcgislasi National. Disall1rill~ 

itu I3PHN juga melakukan inventarisasi. pengkajian. penelilian peraturan 
perullClang-undangan yang sudah tidak dapat dilaksanakan karena 
tertingga l dengan perkelllbangan sosial. ekonollli. dan tehnolo)!i. Dalam 
hal tersebut terlllasuk didalammya peraturan dari zaman kolonial. Setiap 
lahun I3PHN melakukan penelitian terhadap peraturan tersebut. schin)!)!a 
kelllud ian dapat mengusulkan program sebagai berikut: rertama lllllUk 
meneabut. peraturan yang tidak weak. kedua memerjemahkannva dalam 
Bahasa Indonesia dan ketiga mCIH!gami atau membuat baru peralUran 

tersebut. Tidak semua perundang-undangan zaman kolon ial diang)!ap perlu 
clieabul. karena masih dibutuhkan. Dua peraturan yang akan 
(iilerjcmahbn tersebut adalah Stb I R92-155 dan Stb I Rn-51. yaitLl 
Kosle/()()s J/Owr;ele (~/s(h rftiel1 \'nll lIilers Ie lVi/shesch dan yang kedu<I 
VerfJliic/lfing now,.;,\' IUsfell {estalllen o/)fJwkel1. Yang diusulkan ulltuk 
<.Iigallii antara lain a<.lalah l3urgelijk Wetboek <.Ian Wethoek van Koophancicl. 

Apa yang telah dilakukan I3PHN 1111 sebenarnya ciapat 
dimanfaatkan sebagai SLlalU masukan dalam persiapan pembuarall 1IIlUallt! ­
undang . Apalagi hila naskah akade mis tersebut dibuat dengan didahulu l 
oJeh penelilian. pengkajian <.Ian diskusi uenga pakar-pakar hukllill dan 
sosial. Dalam prakteknya apa yang dilakukan BPHN. taillpaknva 
se ringkal i Illenjacli Illubasir. Has il-hasilnya tidak banyak dimanfaatkan. 
hahkan instansi yang berkaitan mengadakan secara tersendiri lagi sualll 

penelilian pra-perundang- undangan, baik dilaksanakan sendiri mallpllll 
dengan keljasallla clengan lelllbaga-Ielllbaga lainnya seperti Lemhaga 
Peneli tian atau Universitas. Adanya koordinasi antar instansi diperlllkan 
agar persiapan dan pelllhuatan cl an penerapan undang lehih efektif. 
Terl ebih pad a masa refonnas i hukum saat ini banyak pihak atau kelolt1pok 
yang merasa berkepemingan terhadap pcrul1Clang-undang membuat usulan­
lIsulan baik Illengenai substansinya Illaupun Illekanismenya. 

Mengingat bahwa perundang-undangan yang dibuat menyangkut 
kepentingan orang banyak. muara undang-undang acla <.I i ualam 
Illasyarakat. Illaka sudah selayaknya pula untuk Illelllperhatikan aspek­
aspek sosiologis dalam membuat ulldang-undang uiperhatikan. al<tu 

memanfaatkan apa yang dinamakan "sosiologi perundang-undangan " 
sehingga hasil yang ll1aksilllal dapat diperoleh. Pelllbualan Unclang-unclang 
lidaklah sederhana. Selallla ini. legalitas atau keabsahan secara hukulll dalalll 
pembuatan undang-undang Illenjadi tolak ukur utallla. mengenyalllpingkan 
keabsahan sosiologis. Sepeni juga ya ng dikatakan Satjipto. eaeat dalalll 
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prosedur pembuatan undang-undang dapat segara dibatalkan. tetapi cacat 
atau kesalahan dalam muatan sosiologis Illenimbtilkan dampak yang hes'ar 
dalam masyarakat. 
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